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KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No0.0594 _/0/1985
tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Partama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kepudaysaan
tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan zu—
sunan organisasi dan tata kerja Sekolah Manangah Umm Tingxat
Pertama (SMP);

b. bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesual anqnn
kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, psnunggalan,
dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia: - e

a. Nomor 44 Tahun 1974; s ' ‘r” =,
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b. Nomor 40/M Tahun 1980; Retiien
c. Nomor 45/M Tahun 1983; fgﬁﬁ‘ﬁC‘
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e. Nomor 138/M Tahun 1985; _&/Kﬁﬂ‘
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2. Keputusan Menteri Peundidikan dan Kebuda?& b"[{‘?‘:ﬁm—

-"'M "
a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/19‘@&" d,., N sm‘mmo
b. tanggal'30 Juni 1979 No. 0145/0/1979; NIP 130260563

c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam
suratnya Nomor B-876 /I/MENPAN/1l/85 tanggal 16 Nopembar 1985

MEMUTUSKAN :

a. Mewbuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertams (SMP) Negeri,

L. Menunggalkan Filial SMP Negeri benjadi EMP Negeari;

c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;

di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Ksputuv=n
indl.
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Reducdukan, tugas dap fungsi, susunan organisasi, dan tata keria
SMP lgurl tersebut pada diktum "Pertama' diatur sesuai dengan
Ketentuan dalam Kaputusan Manturi Pendidikan dan Kekudayaan
tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978.,

Kot g;
b Bagan organisasi SMP Neger! tersebut pada diktum "Pertama“ adalah

sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

KCempat Menugaskan kepada Kepala Xantor Wilayah Departemen Perndidikan dan

Kebudaysan di Prupinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan katentu-
an tersebut pada diktum “Pertama® bagi sekolah yang berada di wila-
Yahnya.

Kelima ¢+ Biaya untuk keperluan pglaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing

W J sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata ‘anggaran
sebagaimana tercebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen.Pendidikan dan, Kebudaya-
an tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tanun selanjutnya pada mata

anggaran yang selaras dengan itu.

Xeenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia

adalah 6377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tuiuh) buah yang

(1

tersebar di 27 rroupins

Ketujuh : Hal-hal yeng belun diatur dalam Keputusan ini akan diatur leb:ih

lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku

: surut‘terhitung mulai tanggal 1 Juli )985.

PN

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal. 22 November Eg?S

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
s iy a.n.b

0 Depditews  * Sekretaris Jenderal,
. ‘;:!..; Sagian Kcu:-.A.._'rJz Sl
o g U
: "
,"‘& : :‘n_iy\1
o P

T i)

). !
vasunay Anggarms ; SOETANTO WIRJOPRASONTO

T © 130260967

Dipindai dengan CamScanner



SALINAN 3
Putusan iny disampaikan kepada ¥

1. Sekretariat Negara,
Sckretariat Kabinet,
3. duemua Monterl Xoordinator,
4. Scmua Menteri Naogara,

5. Semud Menteri,

6. Semua Menteri Muda,

Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

B. Inspektur Jonderal Departamen Pendidikan dan Kebudayaan, |
Y. Semua Direktur Jondcral dalam lingkungan Departemen Pandidikan’dln Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan rendidikan dan Kebudayaan pada

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

11. Semua Sckretaris Itjen, Ditjen, dan Badan pznalitian dan Pangapbangan

‘ vendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, ) ;

{ 12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, pusat, dan PN dalam lingkupngan
Departemen Pendidikan dan Xecbudayaan, -

13. Ditjen.llukum dan Perundang-undangan Departemen Xehakiman,

14. Semua Kantor Wilayah Departcmen pendidikan dan Kebudayaan di Propinsl,

15. Semua Gubernur Xepala Daerah Tingkat I,

16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta, ;

17. Semua Univ/lnst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen
pPendidikan dan Kebudayaan;

18. Badan Pemecriksa Kcuangang

19, Ditjen Anggaran,

20. Ditjen Pajak, : ‘

21.Dit.Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaxan Deparxtemen Keuanqanr

22, Semua Kantor Porbendaharaan Negard,

23. Badan Administrasi Kepeqawaiaq Neygara,

24, Lembaga Administrasi Nedara,

25. Ketua DFI-RI,

26, Xomisi IX DPR-RI,

27. yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
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